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Abstrak
 

Program jaring pengaman sosial (JPS) bidang operasi pasar khusus (OPK) Beras merupakan program

ketahanan pangan yang bertujuan untuk menangani masyarakat dalam menghadapi krisis pangan. Program

ini digulirkan ke darah-daerah yang rawan terhadap masalah pangan akibat krisis ekonomi yang melanda

Indonesia sejak tahun 1997.

 

Kenyataannya ketika program digulirkan banyak mengalami masalah di masyarakat terutama bagi

masyarakat yang berhak menerimanya. Program JPS bidang OPK Beras yang dananya berasal dari pinjaman

Asia Development Bank (ADB) merupakan program bantuan bagi masyarakat dengan persyaratan

melibatkan masyarakat sipil dalam memonitoring jalannya program tersebut.

 

Peran civil society dalam monitoring kegiatan opk beras menjadi sangat panting karena keterlibatan civil

society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Akuntabilitas

Pembangunan (JAR) akan dapat menjadi katalisator dialog (catalys of dialogue), melakukan penyeimbang

kepentingan (balancing inters), pemberian sinyal (picking up signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama

(collective action).

 

Peran masyarakat sipil yang pertama adalah menjadi katalis dari dialog antara berbagai institusi Negara,

pasar, dan masyarakat untuk mencapai konsensus alas prioritas bersama. Proses mencapai consensus ini

melibatkan aktivitas-aktivitas seperti identifikasi masalah dan stakeholder, artikulasi dan klarifikasi berbagai

kepentingan dan kebutuhan, dan penetapan tujuan bersama. Kedua, masyarakat sipil menjadi penyeimbang

kepentingan. Masyarakat sipil yang efektif ditandai dengan proses penyeimbangan kepentingan yang

dilaksanakan secara terbuka, santun, dan jujur dimana institusi-institusi yang terlibat memiliki posisi tawar

yang sama.

 

Ketiga, masyarakat sipil melakukan pemberian sinyal. Masyarakat sipil yang berfungsi secara aktif

menjamin bahwa sinyal yang dikirimkan sebagai akibat adanya penyimpangan mendapat perhatian dan

penanganan sedini dan setuntas mungkin. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan dengan keterlibatan

dalam menangani masalah pembangunan atau dengan kata lain masalah baru diatasi ketika sudah menjadi

terialu besar merupakan indikasi melemahnya masyarakat sipil (civil society). Keempat, peran mobilisasi

untuk aksi bersama. Aksi bersama menandakan masyarakat sipil telah mencapai kohesi kepentingan dan

sinergi.

 

Pada kenyataanya LSM tidak berperan dalam memonitoring program opk (Beras). Ketidak berperanan LSM

ini karena LSM tidak mau terlibat dalam struktur pengawasan yang telah dibuat pemerintah dalam
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memonitoring Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk di dalamnya operasi pasar khusus (opk)

beras. LSM melihat keterlibatan mereka dalam struktur pengawasan JPS akan dapat menjadi LSM tidak

independent dalam membuat laporan terhadap hasil temuan mereka.

 

LSM menganggap program monitoring JPS hanya merupakan salah satu bagian dari proyek pengawasan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu LSM tidak melakukan monitoring secara struktur tetapi

melakukan kampanye melalui alat seperti brosur dan himbauan bahwa ada program JPS yang dananya

merupakan pinjaman dari Lembaga bank dunia.

 

Penelitian yang dilakukan di daerah Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, karena daerah ini

merupakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah di perkotaan yang akan mengalami krisis pangan

akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang lalu. Tapi pada kenyataannya

masyarakat tidak melihat bahwa ada program operasi pasar khusus (opk) beras di daerahnya yang bertujuan

unutk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan membeli beras seharga 1000 rupiah dan

setiap kepala keluarga mendapat 20 kilogram per bulan.

 

Penduduk Galur tidak mengetahui bahwa program JPS tersebut merupakan program yang dalam

kegiatannya dipantau oleh suatu lembaga yang bertugas unutk menangani keluhan bagi masyarkat yang

merasa beras yang mereka terima tidak layak dimakan atau dikonsusmsi. Penduduk tidak tahu harus

mengadu atau melapor kemana ketidak sesuaian barang yang mereka terima. Ada lembaga yang seharusnya

berperan dalam memantau program opk beras tetapi tidak berjalan karena hanya berada di tingkat

Kabupaten.

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memaparkan kejadian atau gejala yang ada di lapangan

dengan menggambarkan temuan-temuan dan mengambil suatu kesimpulan yang merekomendasikan

terhadap temuan tersebut kepada lembaga yang berhak melaksanakannya. Rekomendasi didasarkan pada

permasalahan yang ada kepada pihak yang terkait dengan pelaksana program.


